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PUTUSAN 

Nomor 352/Pdt.G/2023/MS.Str 

الرحيم  الرحمن الله بسم  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG 

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah 

memutus perkara cerai gugat antara: 

XXXXXXX, NIK XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan 

terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat 

tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, 

Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai 

Penggugat; 

melawan 

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan 

terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di 

Dusun XXXXXXX, Kampung XXXXXX Kecamatan 

XXXXXXX, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut 

sebagai Tergugat; 

Mahkamah Syar'iyah tersebut; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di 

persidangan; 

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa  Penggugat dalam  surat  gugatannya tertanggal 12 

Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah 

Simpang Tiga Redelong Nomor 352/Pdt.G/2023/MS.Str pada tanggal 13 

Desember 2023, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh 

Timur, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXX, 

tertanggal 05 Desember 2023;   

2. Bahwa saat menikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat 

berstatus Jejaka;   

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah  orang tua Tergugat di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, 

Kabupaten Aceh Timur selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah 

bersama di Dusun XXXXXX Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, 

Kabupaten Aceh Timur selama 7 tahun sampai sebelum terjadinya 

perpisahaan dan telah dikharuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing 

bernama:     

1. XXXXXXX, lahir pada tanggal 14-01-2013 (umur 10 tahun)  

2. XXXXXXX, lahir pada tanggal 01-02-2017 (umur 7 tahun)  

3. XXXXXXX, lahir pada tanggal 20-08-2018 (umur 5 tahun)  

4. Bahwa sejak bulan Februari 2020  keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sering terjadinya permasalahan dan persilisihan disebabkan 

karena: 

1. Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat untuk bersilahturahmi 

dengan tetangga dan mengikuti pengajian, bahkan Tergugat sering 

mengurung Penggugat ketika Tergugat pergi berkerja;   

2. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan sehingga 

Penggugat sering sekali dilarang untuk menggunakan handphone 

untuk berhubungan dengan keluarga Penggugat;   

3. Bahwa Tergugat sering sekali tidak menghargai Penggugat dan 

sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadinya 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering 

sekali untuk mengingatkan Tergugat berubah sikap tetapi Tergugat 

tetap bersikap sama dan tidak mau berubah;   

4. Bahwa Tergugat ketika sedang berhubungan badan dengan 

Penggugat berperilaku kasar dan memaksa Penggugat;   
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5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 pada saat itu Penggugat 

menjemput anak dari Penggugat dan Tergugat sekolah kemudian saat itu 

Penggugat menunggu karena anak Penggugat dan Tergugat belum keluar 

dari sekolah kemudian Tergugat datang menghampiri Penggugat dan 

langsung marah-marah tanpa alasan di depan keramaian sehingga 

Tergugat menyuruh pulang ke rumah bersama di Kampung XXXXXXX, 

Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Timur sesampai di rumah 

Tergugat memarahi Penggugat kembali, kemudian Penggugat merasa 

sudah sakit hati dan malu karena sikap Tergugat yang tidak mau berubah 

sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dan pulang ke rumah 

orang tua di Kampung XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener 

Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

hidup bersama layaknya suami-isteri selama 6 bulan;   

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi tersebut, 

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dan didamaikan oleh pihak 

keluarga dan Aparatur Kampung untuk mencari penyelesaian dan demi 

menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan 

hasil;   

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan 

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena 

perceraian;   

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini;   

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;   

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk 
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memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan 

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;   

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap 

Penggugat (XXXXXXX);   

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;    

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo 

et bono);  

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,  

Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah 

hadir di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti telah memanggil Tergugat 

pada tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 untuk hadir di 

persidangan; 

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka 

proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim selama persidangan 

berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali 

sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin 

melanjutkan proses persidangan; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat 

gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat 

tanpa ada perubahan; 

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat 

didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,  Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 

I. Bukti Surat  

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXX atas nama Penggugat, 

yang di keluarkan oleh Reje Kampung XXXXXXX, tanggal 07 Desember 

2023. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan 

dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);  

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX atas nama Penggugat 

dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat 
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Nikah pada KUA XXXXXXX Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, 

tanggal 28 Maret 2012. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan 

telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan 

diberi kode (P-2); 

II. Bukti Saksi 

1. XXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXX 

Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: 

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah 

suami isteri;  

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di 

XXXXXXX, Aceh Timur;  

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka 

sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;  

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka 

sudah tidak rukun dan harmonis lagi;  

- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, ketika ada kumpul 

keluarga;  

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat yang 

cemburu, pernah suatu ketika kami berkumpul keluarga setelah 

semua keluarga pulang Tergugat marah-marah menjelaskan bahwa 

Tergugat merasa tidak diperdulikan dengan Penggugat;  

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 

sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;  

- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah 

Penggugat;  

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan 

Penggugat yang ketiga sedangkan anak yang pertama dan kedua 

dalam asuhan Tergugat; 
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2. XXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX 

Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah 

sumpah sebagai berikut: 

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah 

suami isteri;  

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di 

XXXXXXX, Aceh Timur;  

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka 

sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;  

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

pada saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran;  

- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, ketika saksi 

berkunjung kerumah Penggugat;  

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat yang 

cemburu, jika Penggugat ingin mengaji atau berkumpul dengan 

tetangga tidak diijinkan, dan jika Penggugat menjemput anak pulang 

sekolah atau pulang mengaji dan telat pulang Tergugat sudah 

marah-marah;  

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 

sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;  

- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah 

Penggugat;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh 

keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak 

berhasil merukunkan mereka kembali;  

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan 

Penggugat yang ketiga sedangkan anak yang pertama dan kedua 

dalam asuhan Tergugat;   

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti 
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lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah 

hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan 

yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam 

surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan 

Penggugat tersebut; 

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk 

kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang 

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

putusan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim 

dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan 

antara orang-orang yang beragama islam dan perkawinannya dahulu 

menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi 

wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat 

domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah 

Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka 

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat; 

Menimbang,  bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah 

ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak 

pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti telah memanggil 

Tergugat, terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah 
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dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat 

tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum 

dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan 

Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek); 

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun 

dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi 

tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di 

persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan 

cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun 

kembali dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena 

alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan 

rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus 

memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak 

harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan 

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk 

rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan 

keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah 

menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau 

adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan 

ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai 

kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) 
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RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari 

kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah 

memenuhi syarat formil sebagai saksi; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,   

saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan 

dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber 

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling 

bersesuaian satu dengan yang lain;  

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti 

surat berupa kutipan akta nikah, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat 

dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Maret 2012. 

Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk 

mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat 

telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang tidak rukun dan 

harmonis, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat tersebut karena Tergugat memiliki sifat pencemburu dan sering 

memerahai Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, akibat dari 

adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan 

Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2023, dan selama pisah tersebut 

hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang bagus 

sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi; 

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila 

dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 
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1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa 

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, 

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan 

pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk 

menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah 

tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu 

pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka 

hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut 

dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli 

hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halama 

83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi: 

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  ولم يعد ينفع فيها نصائح  ولا صلح 

احد   على  يحكم  ان  معناه  الاستمرار  لان  روح  غير  من  صورة  الزواج  الربطة  تصبح  وحيث 

 ة الزوجين بالسجن للمؤبد  وهذا ظلم تأباه روح العدال

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah 

dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat 

perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab 

dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri 

dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan 

dengan semangat keadilan”. 

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya  

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan 

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang 

diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan 

perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa 

menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak, hal ini 

sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut: 

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
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Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan 

(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;  

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan 

adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di 

Pengadilan  tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir  

dan  usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor  7  Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan 

Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum 

nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan  menurut Pasal 89 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamaوmaka 

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti 

tercantum dalam diktum amar putusan ini; 

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta 

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain shura Tergugat (XXXXXXX) terhadap 

Penggugat (XXXXXXX); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). 

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah 

Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, 28 Desember 2023 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, 

Lc. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim 

Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan 
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tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum 

dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta 

dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat; 

 

Panitera Pengganti, 
 
 
 
 
 

Lisa Astarina, S.H.I. 

Hakim, 
 
 
 
 
 

Zahrul Bawady, Lc. 
 

Rincian Biaya perkara: 
 

1. PNBP    

 a. Pendaftaran 

b. Panggilan Pertama 

c. Redaksi 

: 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

30.000,00 

20.000,00 

10.000,00 

2. Proses : Rp. 50.000,00 

3. Panggilan : Rp.   620.000,00 

4. Meterai : Rp. 10.000,00 

 Jumlah : Rp. 740.000,00 
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